
Menlmbang 

Mengingat 

WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALJKOTA PALEMBANG 

NOMOR 1G TAHUN 2011 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WAUKOTA PALEMBANG 

a. bahwa guna memenu.hi keten1uan Peraturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 1 Tahun 2011 tenlang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam 
peJ~yanan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan, pertu menetapkari Sistem dan Pr9$8dur Pe·mungutan ~ 
·Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

b . bahwa berd.asarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud dalam 
huruf a, perfu meoetap.kan Peraturan Wa.likota Palembang lentang 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Alas Tanah 
dan Bangunan. 

: 1. Lindang-Undang Nomor 2e Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Ting.kat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum A-0ara Pidana 
(Lembaran Negara Republil< Indonesia Tanun 1981 Nomor 78. 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nom-0r 13 Tahun 1997 tentang Sadan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 40, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3684); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenrukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
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7. Undan9-l,lndang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6$, Tambahan 
Lembaran Negara Reeublik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), se.bagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara·n N~gara Republik 
Indonesia TahuO' 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarart Negara 
R~publik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahuri 2_009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambaflan lembaran Negara Republik ln~on~ia 
Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lemoaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Menteii Dalam Negeii Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

12. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Lap0ran Pertanggungjawaban 
Bendahara Serta Penyampaiannya; 

13. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Menleri Dalam negeri Nomor 57 
Tahun 2007 Tentang PelunjUk Teknis Pena~an Organisasi Perangkal 
Daerah; 

14. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 168 Tahun 2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 
Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan l'tak ata·s Tanah dan 
Bangunan sebagai Pajak Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 1 T-ahun 2000 tentang 
Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum (L.embaran Oaerah Kola 
Palembang Tahun 2000 N.omor 2); 

16. Peraturan Daerah Kora Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Ketentr.aman •dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kola Palembang 
Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah dfubah dengan Peraturan 
Daerah kota Palembang Nqmor13 Tahun 2007 lentang Ketentraman 
dan Ketertiban (Lembaran Daerali Kata Palembang Tahun 2007 
Nomor 13); 

17. Peraturan Daera_h Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Operaslanal Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Daerah Kcit:a Palembang Tahun 2004 Nomor 31); 

18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 
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19. Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kola Palembang (lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor9); 

20. Peraturan Daerah Palembang Nomor 1 Tahun 2011 T~ntang Bea 
Perolehan Hak Atas. Tanah dan BangUnan (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2011 Nomor 1 Seri 8). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG SISTEM DAN 
PROSEOUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang din'laksiJd dengan : 
1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kola Palembang. 
3. Wallkota adalall Wallk.0ta Patemba119. 
4. Dinas Pendapalan Oaerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kola 

Palembang. 
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah paiak ~ng 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang 
selar\jutnya df~bul l3PHTB. 

8. Perolehan Hak atas Tanah danlatau Bang{Jnan adalah perbuatail 
atau peristiwa hukum yang mengakib~tkan diperolehnya hak atas 
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 

7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 
hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan 
bangunan. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar 
pajak. pemotong pajak, dan pemungut pajak. yang mempunyal hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraluran 
perundang-undangan perpajakan,daerah. 

9. Sadan adalah sekumpulan orang danlatau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakukan 
usaha yang meliputl perseroan terbatas, perseroai, komandlter, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usal)a millk daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi , dana pensiun, persekutuan, perl<umpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poUtik, alau organisasi 
lainnya, lembc\ga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10, P~jabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang 
berwenang menerbitkan Akta Pen:iindahari Hak atas Tanah danlatau 
Bangunan. 

11. Bank Persepsi yang dllunjuk adalah pihak ketiga yarig. menerima 
pembayarail BPHTB terutang dari Wajib Pajak. 

12.. Dokumen terl<ait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
adalah dokumen yang men_yatakan telah lerjadlnya pemlndahan hak 
atas kepemilikan lanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapa1 
berupa surat perjanjian, dokumen juaf befi. surat hibah, surat waris, 
dan lain-lain yang mel'T,liliki kekuatan hukum. 
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·13. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya 
disingkat SSPD BPHTB, adalah sural yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melakukan pembayaran .afau penyel:oran pajak 
Lerutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang dltunjuk oleh Walikota 
·dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan Mak atas tanah 
dan/atau bangunan. 

14. $urat Ketetapan Pajak D~erah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalati Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 
besamya jumtah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah l<.ekurangan 
pembayaran pokok pajak, besamya sanksl administratif dan jumlah 
pajak yang masih harus dlbayar. 

1~. Svrat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Beyer Tambahan yang 
selarijutnya di$ingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak y·ang 
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan. 

16. Surat Ketetapan P?jak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB a_dalah Surat Ketetapc1n Pajak yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajal<. ka1ena jumlah kredit pajak leblh 
besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. 

17. Surat Ketetapan Pajak baerah Nihil yang selanjutnya disingkat 
SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yanA menentukan jumlah 
pol<ok Pajak sama besamya dengan jum!ah kredit pajak alau pajak 
lidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

18. Surat Tagihan Pajak Qaerah yang sefanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan lagihan pajak danlatau san~si administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 

19. Akta Pemindahan Hak a~s Tanah dan/amu Barigunan ada\ah 
dokumen legal penetapan pemindahan hak alas lanah dan/atau 
ba11gunan dari satu pihak ke pihak lain. 

20. Pemeriksaan ada!ah· serangkaian ~egiatan ml,/nghimpun dan 
mengolah data. keterangan dan/atau bukti yang dilaksanaRan secara 
obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ,daerah 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undan9an perpajakan daerah. 

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian keglatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besamya 
pajak yang terutang sampai kegiatan penagil'lan pajak kepada Wajib 
Pajak serta •pengawasan penyetorannya. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasa12 

(1} Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh 
rangkaian proses yang harus dilakukan dal.am menerima. 
menatausahakan, dan melaporl<an penerimaan Bea Pero!ehan Hak 
atas Tanah cfan Bangunan. 

(2) Sistem dan Prosedur sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) mellputi: 
a. Sistem dan Prosepur pengun1san Akta Petnindahan Hak atas 

Tan:ah dan/atau Bangunan; 
b. Sistem dan Prosedur penelitian Su.rat Seto.ran Pajak Daerah 

BPHTB (SSPD BPHTB); . 
c. Sistem dan Prosedur pengurangan BPHTB; 
d. Sistem dan Prosedur penagihan BPHTB; 
e. Sistem dan Prosei:!ur pembayaran BPHTB·; dan 
f. Sistem dan Prosedur pelapor.an BPHTB. 
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(3) Sistem dan Prosedur pengurusan Al<ta Pemindahan f-lak atas Tanah 
dan/ataU Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
adalah sistem dan prosedur penyiapan rancangan c1kta pemindahan 
hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghilungan besar 
BPHTB terutang Wajib Pajak. . 

(4) Sistem dan l?rosedur penelrtian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB 
(SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb adalah 
sistem dan prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas kebenaran 
dan ketengkapan SSPD BPI-ITB dan dokumen pendukungnya. 

(5) Sistem dan Prosedur Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c adalah penetapan kriteria dan katagori wajib 
pajak yang menerima pengurangan dan penelapan sural kepulusan 
untuk persetujuan/penolakan atas pengaJuan pengurangan BPHTB 
yang dlajukan oleh Wajib Pajak. 

(6) Sfstem dan Proseclur Penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) 'huruf d adalah sislem qan prosedur penetapan Surat 
Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD SKPDB Kurang Bayar, 
BPHTB/SKPD Kurang B.iyar Tambahan BPHTB, Surat 
Pemberitahuan untuk BPHTB tertunggak, Surat Te9uran dao Surat 
Paksa. 

(7) Sistem dan Prosedur Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e adalah sistem da.n prosedur pembayaran pajak 
terutang yang di!akukan oleh, W\;!Jib Pajak derigan menggunakan 
SSPO BPHTB. 

(8) Sistem dan Prosedur pelaporan Be.a Perolehan Hak alas Tanah dan 
Bangunan sebagalmana dimat<sud pacfa ayat (2) huruf f adatah 
sistem dan prosedur pelaporan realisasi penerirnaan BPHTB dan akta 
pemindahan hak. 

Pas'al 3 

.(1) Unluk melaksanakan seluruh rangkaian proses sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Dinas pendapatan Da.erah mempersiapkan 
fungsi yaog dlbutuhkan, meliputi: 
a . Fungsi Pelayanan dan lnformasi; 
b. Fungsi Pengolahan Da.ta, Pemb.ukuan dan Pel~poran; 
c. Fungsi Pengawasan dan Penyelesaian Serigketa. 

(2) Fungsi Petayanan dan lnformasl sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hunrf a bertugas melakukan interaksi dengan wajlb pajak dalam 
tahapan-tahapan pemungutan BPHTB dalam proses penelitian 
SSPD, pengurangan BPHTB, memproses dan menerbilkan STP0, 
SKPDKB, SKPDKBT, Surat Pemberitahuan. 

(3) Fungsi Pengolahan Data. Pembukuan. dan Pelaporan sebagaiman~ 
dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mengelola database terka1t 
objek pajak, dan menyiapkan Laporan Realisasi . Penerimaan. l3PHTB 
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak. lain yang dilunjuk. 

(4) Fungsi Pengawasan dan Penye!esaian Sengketa sebagaimc1na 
dimaksud pad.a ayat (1) huruf c bertugas untuk memeriksa setiap 
SSPD BPHTB terutang yang kurang dibayar. salah tulis, sa!ah hitung, 
dan kena bunga I denda, termasuk melakukan penagihan untuk 
BPHTB yang tertunggak berdasarkan STPD, mempre>ses dan 
menerbilkan Surat Teguran dan Surat Paksa. 



BAB Ill 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BPHTB 

BAGIAN PERTAMA 
PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN 

Pasal4 
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(1) WaJib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat 
Lelang sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan penelitian 
alas objek pajak yang haknya diatihkan. 

Pasal5 

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah 
BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Aleta Tanah (PPAT) 
atau Pejabat Lelang. 

(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak Alas I anah dan/atau 
Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraluran ini. 

BAGIAN KEDUA 
PENELITIAN SSPO BPHTB 

Pasal6 

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Dinas Pendapatan 
Daerah. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB: dan 
b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB. 

(3) SSPO BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayal (2) bertungs1 
sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Oaerah (SPTPO) unluk BPKTB 
terulang. 

(4) Oala.m kondisi lertenlu, Oinas Pendapatan Oaerah bertiak melakukan 
penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. 

(5) Tata Cara Penelitian SSPO BPKTB oleh Wajib Pajak adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan lni. 

BAGIAN KETIGA 
PENGURANGAN BPHTB 

Pasal 7 

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak den dTsampaikan 
kepada Ofnas Pendapatan Oaerah untuk dlteliti. 

(2) Pengajuan pengurangan BPHTB dilakukan Wajib Pajak melalul surat 
terlulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang ditvjukan 
kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah disertai dokumen 
pendukung yang dipertukan. 

(3) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang bertaku. 

(4) Tata cars Pengurangan BPHTB adalah sebagaimana lercantum 
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang lidak terpisahkan 
dengan Peraturan ini. 
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(5) Kriteria dan kategori serta dokumen pendukung pengurangan BPHTB 
bagi Wajib Pajak Pribadi atau Sadan adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang lidak terpisahkan 
dengan Peraturan ini. 

(6) Tata · Cara Perhitungan untuk pengurangan BPHTB adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan baglan 
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 

BAGIAN KEEMPAT 
PENAGIHAN BPHTB 

Pasal 8 

(1) Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum 
dibayar dan/atau kurang bayar olell Wajlb Pa)ak. 

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dllaksanakan 
melalul penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau 
SKPDKB BPHTB dan atau SKPDKBT BPHTB. 

(3) Alas SSPD BPHTB lerutang yang belum dibayar, Dinas Pendapatan 
Daerah menerbilkan Surat Pemberitahuan BPHTB terutang, dengan 
jangka waktu 14 hari kerja sejak dilerbitkan. 

(4) Alas SSPD BPHTB lerutang yang kurang bayar, salah tulis, salah 
hitung, dan kena bunga/deoda, Dinas Pendapatan Daerah 
menerbitkan STPD BPHTB. 

(5) STPO dan/atau SKPD dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau 
Surat Paksa jlka diperlukan, dengan jangka waklu 1 bulan sejak 
diterbitkan. 

(6) Tata cara penagihan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan merupakan ba.gian yang lidak terpisahkan dengan 
Peraturan ini. 

BAGIAN KELIMA 
PEMBAYARAN BPBHTB 

Pasat9 

(1) Wajib Pajak membayar sendiri BPHTB terulang 
(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) 
yang telah diisi secara lengkap dan benar, ditandatangani, serta telah 
diverifikasl oleh petugas Dispenda. 

(3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi 
sebagai Surat Pemberi\ahuan Pajak Daerah (SPTPO) untuk BPI 1TB 
lerutang. 

(4) Kadaluarsa SSPD BPHTB adalah 1 Bulan sejak pengisian SSPO 
BPHTB secara lengkap dan benar. 

(5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakUkan oleh 
Wajib Pajak metalui Bank Persepsi yang dltunjuk Walikota melalui 
Memorandum Of Understanding (MOU) antara Wallkota dengan 
Pihak Bank Persepsi. 

(6) Oasar Pengenaan dan Tarif serta Tata Cara Perhitungan BPHTB 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill dan merupakan 
bagian yang lidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 

(7) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Waiib Pajak adalah sebagalmana 
tercantum dalam lampiran I dan merupal<an bagian yang lidak 
terpisahkan dengan Peraturan ini. 



BAGIAN KEENAM 
PELAPORAN BPHTB 

Pasa110 
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(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Oinas Pendapatan Daerah. 
(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi lenlang 

realisasi peneiimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asfi 
Daerah (PAD). 

Pasal11 

(1) Dinas Pendapatan Oaerah menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan 
dokumen-dokumen dari Bank dan/atau PPAT. 

(2) Oinas Pendapatan Daerah rnenerima laporan penerimaan BPHTB 
dari Bank Persepsi paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikulnya. 

(3) Dinas. Pendapatan Daerah menerima laporan pembuatan Al<l:a 
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan darj Pejabat 
Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 
beriku\nya. 

(4) Tata cara Pelaporan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan merupa~n bagian yang lidak lerpisahkan dengan 
Peraturan ini. 

BABIV 

FASIUTASI 

Pasal12 

(1) Kepala Dinas Peodapatan Daerah melakukan tasilftasi terha.oap 
Pelaksanaan Peraturan ini. 

(2) Fasil;tasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
mengkoordinasikan, menyempumakan lampiran-lampiran sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang BPHTB, melaksanakan 
sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan 
asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan ini. 

BABV 

MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 

Pasal13 

(1) Sistem da·n Prosedur lebih larijul pemungutan BPHTB adalah 
sehagaimana tercant1.1m da\am lampiran I dan merupakan baglan 
yang tidak terpis:ahl<an dari Peraturan ini. 

(2) Mekanisme. dan Prosedur tetap Pelayanan Pemungutan BPHTB 
adalafl sesuai dengan skema alur sebagalmana tercantum dalam 
Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan ini. 

BAB VT 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal14 

Hal-hal teknis yang belum diatur c:lalam Peraluran inl, mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih larilut oleh Kepala Dinas atas nama 
Waljkota. 
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Pasal15 

Perat1Jran ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar s_etlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraruran ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kota 
Palembang. 

n,i.m,nn-Qhri di p.tlt(nbang 

h,s:, u ,i-;gt,I 1~ .. 1- ~1 1 
SE>l/!£TAIUS DAE!Wt 

~OTA PAI.EMRA"° .. :..----
BEIIITA DAERAII KOTA PAlEMBAliG 

TAHUll 2011 tro!,\QR 11, 

--------

Diletap\c.an di Palembang 
pada tanggal 14 fet,;u.o.ri 201 1 

J A PALEMBANG, 

H EDDY SAN ANA PUTRA 



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR 1.~ TAHUN 2011 
TANGGAL 1'1 f"El3~UAA1 2011 
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN 

I.A. PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

Prosedur pengurusan al<ti:I pemindahan hak alas tanah dan/atau bangunan 

merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dol:lumen legal penerimaan hak 

alas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleli Wajib Pajak selaku penerima hak 

alas lanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembual Akta Tanah. 

Prosedur lnl melib·atkan Pejabat Pembuat ·Akta Tanah sebagai pihak yang 

rnenyiapkan formulir SSPD BPHTB yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah dan 

draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Oalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran 

dan kelengk<1pan dokumen terkait pemindahan hak alas lanah d·an1ata4 bangunan. 

Pemenl<saan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data lerkait objek· pajak di 

Kantor Pertanahan. 

1. Plhak Terkait 

a . Wajib Pajak selaku Penerlma Hak 

Merup·akan pihak yang memil(ki kewajiban m~bayar BPHTB -atas hak atas tanah 

dan/atau b_angunan yang diperolehnya. Dalam prosedur lni Wajib Pajak 

menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkail pemindahan hak atas 

tanah dan/atau bangunan. 

b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 

Merupakan pihak yang '1)Bmpunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Dal<1m prosedur ini, Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dan bekerja sama 

dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD 

BPHTB). 

c. Pejabat Peml>uat Akta Tanah (PPAT) 

MeruRakan pihak yang membantu Wajlb Pajak dalam menghitung BPHTB terutang 

dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat r:nenjadi PPAT ialah Camat atau. 

Notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas clan berwenang untuk: 

1 ). rnemeriksa kebenaran data ler:kait objek pajak ke Kantor Pertanahan; 

2). menyiapkan draftAkta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

d.Kantor Pertanahan 

Merupakan pihak yang mengetola database pert~nahan di wilayah wewenangnya. 

Dalam prosedur ini, Kantor Bidan9 Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan 

PPAT terkait pemeriksaan objek pajak .. 



2. Langkah-Langkah Teknis 

- Langkah 1 
Wajib Pajak (selaku penerima hak atas. tanah dari/atau bangun·an) menyiapkan 

dokumen penduk.ung tert<a.it perolehan hak. atas tanah dan/atau bangunan. 

Dokumen pendukung ini menyalal<an bahwa telah terjadi penyerahan hak atas 

tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen in/ dapat berupa surat 

perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada 

dasamya menyatakan telah terjadihya pemindahan hak atas kepernilikan tanah 

dan/atau bangunan. Pokumen ini juga dapat disertai dengah d9kumen p:endukung 

lafnnya. 

Wajlb Pajak kemudian meng.jjukan permohonan pe,igurusan Aiful Pemindahan 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahk.an 

pennohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung 

ter,kait perolehan hak alas tanah dan/a~u bangunan. 

- Langkah 2 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan penguru~n akta dan 

d9kumen pendukung perolehan hak alas tanah dan/atau bangunan dari Wajib 

Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dolmmen P.f!ndukung yang diterlma. Jika 

dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan 

permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kantor Bidang Pertanahan. 

- lang~ah 3 

Alas permintaan dari PPAT, maka Kantor Pertanahan menyediakan data yang 

cfibuluhkan· PPAT untuk melakukan pemerik!iaan OQjek pajak. Kantor Pertanahan 

menyerahkan data ·objek pajak kepada PPAT. 

- langkah 4 

PPAT· menerima dat.J objek pajak dari Kantor Pertanahan. PPAT kemudian 

memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen 

pendukung perolehan hak alas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari 

Kantor Pertanahan. Jik:a diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek 

pajak dengan melakukan observasi lapangan. 

- langkah 5 

P.PAT menyiapkan draft Al<ta Pemindahan Hak atas· Tanah dan/atau lilangunan. 

Dokurnl;!n ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah .dan/atau 

bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan 

draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

• langk.ah 6 

Berdasark.an prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Se.toran 

Pajak Oaerah BPHTB (SSPD BPHTB) dart Dine,s Pendapatan Oaerah. 



- Langkah 7 

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak ferpenuhi, ma.ka 

PPAT menghitung nilal BPHTB terutang. PPAT kernudian mengisi informasi objek 

pajak dan nilai 8PHTEi terutang ke dalam formulir Surat Setoran Rajak Daerah 

BPHTB. Setelah mencaritumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT latu 

m~nandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah 

BPHTB merupakan surat yang oteh Wajlb Pajak digunakan· untuk melakukan 

pem,l;>ayaran atau penyetoran pajak yang terutan9 ke Kas Daerah yang ditetapkan 

oleh Watikota dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak alas tanah 

dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daer.ah BPHTB terdiri atas 6 lembar, 

dengan pedncian sebagai ber1kut : 

- Lernbar 1 : Untu'k Wajib Pajak . 
. Lembar 2 : Untuk PPAT sebagai arsip . 
• Lembar 3 : Untuk Kantor Bidang Perlanahan sebagai lampiran permohonan 

pendaftaran. 
- Lembar4 : Untul< Fungsi Pelayanan dan ln[orm~sl $eba.gai lampiran 

pennohonan penelitian SSPD BPHTB . 
. Lembar 5 : Untuk Bank P.ersepsi sebagai arsip . 
• Lembar6 : Untuk Bank Persepsl sebagai laporan kepada Fungsi Pengotahan 

Data, Penibukuan, dan Pe!aporan. 

- Langkah 8 

PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Da.erah BPHTB yang letah diisi, kepada 

Wajlb Pajak. 

- Langkah 9 

Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajl!k Daer.ah BPHTB yang telah diisi dari 

PPAT. 

J,J3. PENELITIAN SSPO BPHTB 

Prosedur penelilian Surat $etoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses 

.verifikasi ke\engkapan dokumen objek pajak yang t~can\um dalam Surat Setoran Pajak 

Daerah BPHTB. Prosedur in1 dilakukan sebelum Wajib Pajak melakukan pembayaran 

BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah .BPHTB melalui 

Bank yang Ditunjuk/ Ben9ahar<1 Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah 

BPHTB diiakukan oleh Fungsi Pelayanan dan lnformasi di Dinas Pendapatan IDaerah. 

Jika semi.la kelengkapan dan kesesuaian data objek paJak terpenuhl maka Fungsi 

Pelayanan dan lnformasi akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB .. 

1. Pihak Terkait 

a. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang rnengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi 

P.etayanan dan lnforrnasi atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah 

dibayarkan. 



b. Fungsi Pe-layanan dan lnformasi 

Merupakan plhak yang rnemeriksa kelengkapan dokumen objek pajak yang 

terc:anlum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan 

berwenang dan bertugas untuk : 

- meminta data terkail objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data, lnformasi, 

dan Pelaporan; 

- mem.eriksa kelengkapan dokumen objek pajak yang tercantum dalam $SPD 

BPHTB; dan 

- menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverffika·si. 

c. Fungsi Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan 

Merupakan pihak yang menyimpan d_atabase objek pajak. Fungsi ini menyediakan 

data lerkalt objek pajak kepada Fungsi Pelayanan dan lnformasi. Fungsi 

Pengolahan Qata, Pembukuan, ·ctan Pelaporan berwenang dan bertugas untuk : 

mengefola database objek pajak yang tennasuk dalam wilayah wewenangnya; 

dan 

- menyedlal<an data objek pajak. atas perrn1ntaan ·dari Fungsi Pelayanan dan 

lnformasi. 

2. Langkah-Langkah Teknis 

- Langkah 1 

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiap_kan dokumen pendukung yang 

dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas : 

1. Fote copy identitas Wajib Pajak (dap.at berupa Kartu Tanc!a Penduduk/ Sµrat 

lzin Mengemudif Paspor); 

2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan): 

3. Foto eopy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan HUbungan Keluarga dan 

dokumen lain yang dipersamakan, dalam hal transaksi waris. 

4. Foto copy fdentitas Kuc1.sa Wajib·Pajak (dalam hal dik.uasakan); 

5. Dokurnen pendukung lain yang dlperlukan. 

Wajib Pajak mengisi Fon:nu.Jir Petm.ohonan Penelilian SSPD BPHTB. Wajib Pajak 

kemudian menyerahkan Formutir Pennohonan Penelilian SSPD BPHTB dan 

do.kumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan dan lnformasi. 

- Langka.h 2 

Fungsi Pelayanan dan lnformasi menerima Formulir Pe.rmohonan PeneliUan SSPD 

BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak dan kemudran mengajukan 

permintaan data lerkait objek pajak betdasarkan Formulir Permohonan Penelitian 

SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan m'engisl dan 

menyampaikan Formulir Pengajuan bata kepada Fungsl Pengolahan Data, 

Pemb,ukuan dan Pelaporan. 



-

• Langkah 3 

fungsi Pen~olahan Data, Pembukaan, dan Pelaporan : 

1. Menerima Formullt Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan dan lnforma~i; dan 

2. Menarik data yang dibutuhkan dari sislem database objek pajak; lalu 

3. Mencantumkan informasi objek pajak pada Formullr Pengajuan Data; kemudian 

4. Menyerahkan kembali data Formulir Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan 

dan lnformasi. 

• Langkah 4 

Fungsi Pelayanan dan lnformasi menerima Formulir Pengajuan Data yang telah 

diisi data objek pajak dart F1,mgsi Pengolahan Data, Pernbukuan dan PeJaporan. 

Fungsi Retayanan dan lnformasi kemudian memeriksa kelengkapan dokumen yang 

tercantum dafam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB 

berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Dala1 Pembukuan, dan 

Pelaporan. Dalam kondisi tertentu, Dinas Pendapatan Daerali berhak melakukan 

penelitlan lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan 

tata cara pe.oelitian lapangan al:(an diatur tersendirl. 

• Langkah 5 

Setelah semua kelengkapan dokumen objek pajal< dalam SSf>D BPHTB dan 

kelengkapan dokumen pendukung terpenuhl, ,naka F!Jngsi Pelayanan dan 

lnformasi rnenandatangani SSPD BPHTB (lembar 1 std 6) dan menyerahkan SSPD 

BPHTB (lembar 1 s/d 6) kepada Wajib Pajak. 

• Langkah 6 

Wajib Pajak menerlma SSPD BPHTB (lembar 1 s/d 6) dari Fungsi Pelayanan dan 

lnfonnasi. 

1.C. PENGURANGAN BPHTB 

P.rosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dllakukan Fungsi 

PeJay~inan dan lnformasi dalam menetapkan persetujuan/penolakan alas pengajuan 

pen9u1angan 8PHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan dan lnformasi 

kernudian r:nenelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen 

pendul(ung pengajuan dan data terkait objek pajak. 

Pemberian pengurangan dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan kategori 

Wa.jib Pajak, dengan disertai surat perrnohonan dari Wajib Pajak dan dokumen 

pendukung. Prosedur inl melibatkan Fungsl Pengolahan Data, Pembukuan, dan 

Pelaporan sebagai plhak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di Dinas 

Pendapatan Daerah. 



1. Pihak Terkait 

a. Wajil'> Pajak 
Merupakan p/hak yang men_gajukan pe1TT1ohonan pengurangan alas BPHTa re.rutang 

r:nenurut surat keielapan BPHTB yang telah dlterbitkan sebelumnya 

b. Fungsi Pelayan~n dan lnformasi 

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk : 

- menerima, menelaah, dan meme.riksa permohonan pengajuan pengurangan 

BPHTB; 

- menerbitkanTanda Terima Pengajuan Pe·ngurangan BPHTB; 

• mengajulqm data lerkait objek p~jak kepada Fungsl Pengolahan Data, lnfo1TT1asi 

da.n Pelaporan; 

menerbit!(an Serita Acara Pemeriksaan; dan 

- menerbilkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat 

Keputusan Pengurangan BPHTB. 

c. Fungsi Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan 

Merupakan pihak yang berwehang dan bertugas untuk : 

menyimpan dan mengelola database lerkait objek pajak ; dan 

- menyediakan data terkatt objElk pajak kepada Fuligsi Pelayanan dan lnformasi 

2. Langkah-Langkah Teknis 

. Langkah 1 

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dllamplri 

d01Jgan dokumen pemlukung pengajuan pengurangan ,dan Sal(nan Surat Ketetapan 

BPHTB kepada Fungsi Pelayanan dan lnformasi. 

- Langkah 2 

Fungsi Pelayanan dan lnformasi menerima dokumen pengajuan pengurangan 

BPHTB. l=ungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan 

Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak. 

- Langkah 3 

Fur19si Pe/ayanah dan lnformasi mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. 

Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsl Pelayanan dan lnformasi kemudian 

meogajukan pem1intaan da~ t~rkait objek pajak dengan menyiapkan Forrnulir 

Pengajuan Data. 

- Langkah 4 

Fungsi Pelayanan dan lnformasi mengirimkan Fom1ulir Pengajuan Data kepada 

Fungsi· Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan. 



- Langkah 5 

Fungsi Pen9.olahan Data, Pembukuan, d·a.n Pefaporan menenma Fom:iulir Pe·ngajuan 

Data, kemudian menarik data terkait objek. pajak dari Database Objek Pajak. 

- Langkah 6 

Fungsi Pengolahan Data, PE!mbukuan, dan Pelaporan mengisikan Formulir 

PengaJuan Data dengan data lerkait objek pajak. 

- langkah 7 

Fi.ingsi Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan men9irim1<.an Formu\ir 

Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan dan lnfonnasi. 

- Langkah 8 

Fungsl Pelayanan dan lnformasi menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan 

BPHTB berdasarkan data objek paJak yang telah diterima. ·Selain itu, pemeriksaan 

juga dilakukan atas kesesuaian anlara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan 

atau kriteria dan kategori dalarn pengurangan BPHTB. 

- LarigKafl 9 

Fungsi Pelayanan dan lnfom1asi menyiapkan Serita Acara P.emeriksaari dari : 

- S.urat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau, 

- Surat Keputusan· Pengurangan BPHTB (untuk yang dlsetujili). 

- Langka.h 10 

Fungsi Pelayanan dan lnfonnasi mengarsipkan Serita Acara Remeriksaan. 

- Langkah 11 

Fungsi Pelayanan dan lnformasi mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan 

Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB 

(bagi yang disetujui) k~pada Wa]1b Pajak.a 

- Langkah 12 

Wajib Pajak menerirna sura~ ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran s~suai 

dengan prosedur pembayaran BPHTB. 

3. Kriteria, Kategori, dan Dokurnen Pendukung Pengurangan BPHTB 

a. Kriteria dan Kategori Pengurangan BPHTB 
Kriteria d.an ~tegori wajib pajak yang dapat melakukan permohonan untuk 

pen·gurangan BPHTB adalah sebagai berikut : 

1). Wajib Pajak Pribadi yang memperoleh hak banJ melalul program pemerintah 

dibidang pertanahan dan tidak mempunyai k-ernampuan secara ekonornis, yang 

dltunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa alau kelurahan 

setempat (75%). 



2). Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah 

menguasai tanah dan atau bangunan/lisik lebih dari 20 tahun, yang dibuktikan 

dengan sural pernyataan Wajlb Pajak dan keterangan dari pejabat daerah 

setempat (50%). 

3). Wajlb Pajak Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan R$ / 

RSS, yang diperoleh langsun!;l dad pengembang (developer) dan dlbayar secara 

angsuran melalul fasilitas Kredit Pemilikan Rumah atau KPR (25%). 

RS / RSS dibagi dalam 3 kalegori : 

a. Rumah Sang·at Sederhana (RSS) : rurnah dengan tipe T-21, T-27, dan T-36 

yang perol.ehannya dibiayal melalul fasilitas kre:dit pemilikan rumah yang 

bunganya disubsidi. 

b. Rumah susun Seclerhana (RSS) : bangunan rumah tinggal bertingkat yang 

dibangun dalam satu lingkungan yan_g dipergunakan sebagai tempat hunian 

deng;m· luas maksimum (21 m') setiap hunlan dan diperuntukkan bagi 

golongan masyarakat berpenghasilan rendah. 

c. Rumah Sederl.lana (RS) , rurnah dengan tipe T-21. T-27, dan T-36 yang 

perolehannya dibfayai melalui fasllitas kredit pemilikan rumah yang bunganya 

disubsidi. 

4). W~jib Pajak Pribadi yang menerima hibat, dari keluarga sedarah, dalam _garis 

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah (50%). 

5). Wa)lb Pajak Pribadi yang memperoleh hak berupa tanah dan atau bangunan 

ka.rena waris atau hibah wasiat yang masih dalam hubungan keluarga seclarah 

dalam garis ketururian lurus ._salu derajal ke alas atau satu derajal kebawah 

dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami / istri (50%). 

6). Wajlb Pajak yang memperoleh tanah dan atau bangunan melalul pembelian dari 

hasil gantl ~gl pemerintah, yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) tahun yang bersangkutan diberikan pengurangan hanya untuk 

13PHTB terutang (50%). Apabila nilai perolehan pembelian tanah dan atau 

bangunan lebih besar dari hasil ganti rugi, maka pengurangan sebesar 50% akan 

dihltung dari hasil gantl rugl, da11 sisa nilai perolehah dari hasil gantl rugi tersebut 

tetap dikenakan BPHTB tanpa pengurangan. 

7). Wajib Pajak yang memperoleh hak atas lanah sebagai penggantian dari tanah 

yang dibebaskan pemerintah untuk kepenlingan umum (50%). 

Kategori kepentingan umum yang dirnal<.sud mefiputi : 

a. Jalan umum, saluran pembuang~n air ; 

b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran air ; 

c. Rurnah SSkit Urnum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat ; 

d. Pelabuhan, bandar udara, atau terminal ; 

e. Pasar umum atau pasar in-pres ; 

f. Fasilitas pemakaman umum ; 



g. Fasilitas ketahanan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, 

lahar : 

h. lnstalasi air minum, listrik, dan telekomunikasi milik pemerintah : 

i. Stasiun penyiaran radio, televisi serta sarana pendukung milik pemerintah : 

j. Kant9r pemerintah ; 

k. Fasilitas TNl dan kepolisian. 

8). Wajib Pajak yang memperoleh hak atas lanah dan alau bangunan yang tidak 

berfungsi lagi seperti semula dlsebabkan bensana alam atau sebab lain seperti : 

kebakaran, banjir, tanah longsor, g~pa bumi, gunung meletus, dan huru hara, 

yang tE'lrjadl dalam Jangka waktiJ paling lama 3 (liga) buJan sejak penandatangan 

akta (50%). 

9). Wajib Pajak Priba<;li'(Vet~ran, PNS, TNl, POLRI, Pensiunan PNS. Pumawirawan 

TNI, f>umawirawan POLRI atau janda I dudanya) yang memperoleh hak alas 

tc1nali dafl,atau oang1,man runiah dlnas pemerintah (75%). 

10). Wajib Pajak Bada.n Korps P~awai Republik Indonesia (KORPRI) yang 

memperoteh hak atas tanah dan atau bangunan datam rangka pengadaan 

perumahan bagi anggota KORPRI / PNS (100%). 

11). Wajib Pajak Badan anak perusahaan Asuransi I Reasuransi yang memperoleh 

hak at~s tanah dan atau bangunan dari perusahaail induknya selaku pemegang 

saham tunggal (50%). 

12). Tanah dan atau bangunan yang dipergunakan antara lain untuk kepentingan 

sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan dan 

dibuktikan dengan dokumen resm1 pada saal terhulang (100%). 

Kategori kepentingan sosial atau pendidikan dimaksud anlara lain : 

a, Panti asuhan : 

b. Pan!i jompo ; 

c. Rumah yatirn pialu ; 

d. Pe.~antren ; 

e. Sekolah yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (sesuai anggaran 

dasar dan anggaran rumah.tangga yayasan) dan merupakan sekolah bukan 

millk pemerintah, yang dapat berupa Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah f'ertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), 

dan Perguruan T1nggi atau pendidikan yang setingkal / sederajat. yang 

mempunyai izin dari inslansi pemerinlah yang berwenang ; 

f. Rumah sakit swasta milik instilusi pelayanan sosial masyarakat. 



b. Ookumen Pendukung Pengurangan BPHTB 

Dokumen pendukung wajib pajak dalam megajukan permohonah pengurangan BPHTB 

adalah: 

1) Surat tertulis yang ditujukan kepada Walikota melalui Oinas Pendapatan Daerali, 

yang berisi : alasan pengyfangan, rtilai BPHTB terhutang dan nilai yang disanggl.lpi; 

2) Formullr SSPD BPHTB rangkap 6 yang telah dllsi secara lengkap dan benar ; 

3) Foto copy SPPT PBB disertai bukti pernbayaran untuk tahun terutangnya BPHTB ; 

4) Foto copy sertifikat hak atas tanah dan atau bangunan. hak milik alas satuan 

rumah susun dalam hat perolehan hak karena pemindahan ; 

5) Fot6 copy KTP, SIM, Paspor, KK, Akte Kelahiran, atau idenlilas lain ,yang 

dipersarnakan ; 

6) Surat keterangan carnat atau syrat keterangan dari instansi laln yang terkait ; 

7) Surat Kuasa ( Apabila dikuasakan ) dengan menggunakan Materai Rp. 6.000,- ; 

8) Foto copy identitas orang yang c!ikuasakan ; 

9) Foto copy akta penggabunQan usaha I akta PPAT untuk penggabun~an usaha 

yang didahului dengan mengadakan likuidasi / keputus.an BPPN atau bukti banwa 

telah disetujui oleh pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan atau utang usaha ; 

10)Foto copy akta penggabunga.n usaha (mer_ger) ata:u peleburan usatia (konsolidasi) ; 

11)Foto. copy sutat persetujuan at.au surat izin penggabungan usaha atau peleburan 

usaha dari peJabat yang berwenang ; 

1.2)Foto copy surat keputusan persetujuan pen1bahan anggaran dasar atau surat 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dalam hal terjadi perubahan anggaran 

dasar setelah penggabungan usaha atau peleburan usaha ; 

13)Dokumen pendukung lainnya yang harus dfpenuhi berdasarkan peraturan yang 

berlaku. 

1.0 . PENAGIHAN BPHTB 

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak 0aerali l3PHTB merupakan pr,oses 

yang dUakukan Fungsi Pelayanl,Ul d.an lnformasi d.alarn menetapkan tagihan BPHTB 

tenrtang yang disebabkan karena BPHTB terutang rnenurut SSPD BPHTB, belum 

dibayar, kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda·. 

Prosedur penetapan Surat Pemberitahuan BPHTB terutang merupakan preses 

yang dilakukai:i fung_si pelayanan dan infonnasl dalam menindaklanjuU BPHTB yang 

masih tertunggak dan belum dlbayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB 

dalam jangka waktu 1 (satu) bu Ian sejak diisi. 

Prosedur penetapan Surat Ke.tetapan Paj.ak Daerah Kurang Bayar BPHTB/ 

Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsl Pelayanan 

dim lnfonnasi datam menindaklanjuli BPHTB yang masih kurang dibayar ata.s Sur.at 

Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lirna) tahun semenjak 

dfbayar oleh Wajib Pajak atau alas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar 



dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbilkan oleh Fungsi Pelayanan dan 

lnformasi. 

Prosedur penetapan Su~al Teguran merupakan proses yang dilakukaJ1 Fungsi 

Pelayanan dan lnrormasi dalam menindakla-njuti Wajib Pajak yang belum melunasj 

BPHTB t~rutang hingga pada saat jatuh tempo. 

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan dan lnformasi sebagai pihak yang 

memiliki dan meRgelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, 

Qaftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daflar SKPD Kurang BayarTambahan BPHTB, dan 

Daftar SuratTeguran. 

1. PihakTerkait 

a. Wajib PaJak 

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan 

SuJ.3l Tagihan Pajak D<11erah (STPD) BPHTB, Surat Kepulusan Paj~k Daerah 

Kur,my Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Ciaerah Kurang Bayar Tambahan 

BPHTB. Wajib Pajak jug a akan menerima Surat 1 eguran jika pada saat jatuh ti:lmpo 

betum tnelunasi BPHTB terutang. 

b. Fungsi Pelayanan dan lnfom1asi 

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk : 

- memeriksa SSPD BPHTB 

- menerbitka.n STPD BPHTB 

menerbitkan SKPD Kurang. BayarBPHTB 

- menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB 

c. Fungs1 Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa 

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk : 

- memeriksa SSPD BPHTB yang tidak/kurarig bayar, ~!ah lulls, salah hilung, dan 

kena bunga/denda_ 

2.Langkah-Langkah Teknts 

a. Penetapan STPD BPHTB 

- Langkah 1 

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Pelayanan 

dan lnformasi mengarsip SSPD BPHTB yang tetah dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

- Langkah 2 

Fungsi Pengawasan dan Penyefesaian Sengketa fafu memeriksa setiap SSP0 

BPHTB terutang yii!ng tidak/l<urang dibayar, salah tulis, 1;alah satah hitung, dan 

kena bunga/denda. 



- Langkah 3 

Atas SSPD BPHTB terutang. yang lidak/l<urang dibayar, salah IUlis, salah sc;ilah 

hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsl Pelayanan dan lnformasi 

menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/l<urang dibayar, salah lulis, salah 

hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Pelayanan dan lriformasi kemudian 

mengarsip daft.ar tersebut. 

- Langkah 4 

Fungsi Pelayanan dan lriformasi menerbitkan STPD BPHTB berdasar1<an Daftar 

SSPD BPHTB yang tldak/l<urang dibayar, salah tulis, s_alah hitung, dan k~na 

bunga/denda. STPD BPHTB dicelak rangkap 2. 

- Langkah 5 

Fung~i PeJayanan dan lnformasi mengarsip STPD BPHTB (lembar 2). 

- Langkah 6 

Fung:si Pengawasan dan Penyelesafan Sengketa menglrimkan STPD BPHTB 

(fembar 1) kepada Wajib Pajak. 

- Langkah 7 

Fungsi Pelayanan da.n lnformasi memperbaharui Pattar STPD BPHTB at<;1s seliap 

STPO BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

- Limgkah a 

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan m~bayarkan BPHTB terutang sesual 

dengan prosedur pembayaran BPHTB. 

b. Penetapan Surat Pemberitahuan BPHTB terutang 

- Langkah 1 

Berclasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya; maka Fungsi Pelayanan 

dan lnformasi akan memeriksa daftar SSPD BPHTB yang belum dibayar oleh 

WaJit> Pajak. 

- Langkah 2 

Fungsi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa memeriksa setiap SSPD BPHTB 

yang telah berjangka waktu 1 (satu) bulan sejak diisi oleh Wajib Pajak, kemudian 

memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. 

Atas SSPD BPHTB y_ang tertunggak, Fungsi Pelayanan dan lnformasi kemudian 

menerbitk,m Daftar SSPD BPHTB yang belum dibayar. 

- Langkah 3 

Berda~rkan daftar yaog telah dibuat, Fungsi Pelayanan dan lnform·asi 

menerbitkan Surat Pemberitahuan BPHTB Terutang. 



- Langkah 4 

Fungsi Pelayanan dan lnformasi mengarsip Surat Peniberitahuan BPHTB 

Terutang. 

- Langkah5 

Fungsi Pelayanan dan lnformasi mengirimkan Surat Pemberitahuan BPHTB 

Terutang kepada Wajib Pajak. 

- Langkah 6 

Fungsi P.e.layanan dan lnformasi memperbaharui Daflar Surat Pemberitahuan 

BPHTB Tetutang yang t.elah dikirimkan kepada Wajib PaJak. 

- La.ngkah 7 

Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan BPHTB Terutang sesuai dengan 

prosedur pembayaran Bf>HTB. 

c . Penetapan SKPOKB BPHTB/ SKPDKBT BPHTB 

- Langkah 1 

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Pelayanan 

dan lnformasi akan mengarsip SSPD BPHTB yang: telah dlba.yarkan oieh Wajib 

Pajak. 

- Langkah 2 

Fungsi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa memeriksa setiap SSPD BPHTB 

yang tel.ah berjangka waktu 5 (11,-na) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak, 

kemudian memeriksa nilai BPHTB terulang yang tercantum dalam SSPG> BPHTB 

tersebut. Atas SSPD BPHTB yang temyata kurang bayar, Fungsi Pelayanan dan 

lnformasi kemudian menerbitkan Daftar SSPO BPHTB yang kurang dibayar. 

- Langkah 3 

Fungsi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Juga memeriksa setiap SKPD 

Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. 

Fungsi Pelayanan dan lnformasi memeriksa nilai BPHTB terulang yang tercantum 

datam SKPD K1.1rang Bayar·tersebut. 

Atas SKPD Kurang Bayar yang. masih kurang bayar, Fungsi PeJayanan dan 

lnforma~i kemudian menerbitkan Datlar SKPO Kurang Bayar yang masih kurang 

dlbayar. 

- Langkah 4 

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Pelayanan dan lnformasi 

menerbilkan .SKPD Kurang Bayar {rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar 

Tambahan (rangkap 2). 



langkah 5 

fungsi Pelayahan dan lnformasi mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan 

SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2) • 

• Langkah 6 

fungsi Petayanan dan lriformasi mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan 

SKPD Kurang BayarTambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak . 

• Langkah 7 

Fungsi Pelayanan d,m lnformasi memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar 

alas setiap SKPDB Kurang Bayar yang telah d.ikirimkan kepada Waµb Pajak. 

• Langkah 8 

Fungsi Pelay~nan dan lnfQrmasl memperbaharui Daftar SKPD Kurang l;!ayar 

Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan 

kepada Wa]1b Pajak. 

• Langkah 9 

W.ijib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang BayarTambahan dan 

membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. 

d. Penerbitan Surat Teguran 

- Langkah 1 

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD 

Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Pelayanan dan lnformasi menyimpan : 

- Oa{:tar STPD BPHTB 

- Daftar SKPD Kurang Bayar 

Daftar SKPD Kurang Bayar T ambahan 

- Daftar Surat Pemberitahuan BPHTB terutang 

Dengan menggunakan daftar-daftar teraebuL. Fungsi Pelayanan dan lnformasi 

memantau surat ketetapan BPHTB dan surat pemberilahuan BPHTB terutang 

untuk BPHTB yang bel_um dlbayar, yang akan mendekati jatuh tempo 

(kadaluarsa). 

- Langkah 2 

Untuk l;!PHTB yang belum dibayar, Fungsi Pengawasan dan Penyelesalan 

Sengketa menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif pada wajib pajak 

agar membayar BPHTB ferutang melalui tetepon dan mengirimk.an Surat' 

Peinberitahuan BPHTB terutang dengan jangka waktu 14 (empatbelas) hari. 

Untuk BPHTB-yang masih kurang bayar. selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh 

tempo, Fungsi Pelayanan dan lnformasl menghubungi dan melakukan pendekatan 

persuaslf kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih tewtang. 



Pendekalan persuasif; yakni menghubungi wajib pajak melalui telepon dan 

mengirimkan Surat Pemberilaliuan dan Himbauan. 

- La.ngkah 3 

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh te'mpo, atas permintaan penundaan atau 

pembayaran pajak seca.ra mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka 

Fungsi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa terus melakukan pendekatan 

persuasif kepada Wajib Pajak agar meluna~i BPHTB yang maslh terutang. 

- Langkah 4 

Setelah 14 {empat betas) hari untuk BPHTB terutang dan 7 (tujuh) hari untuk 

BPHTB kur'ang bayar sejak jatuh tempo, atas pemiihtaan penundaan atau 

pembayar.an pajak seeara mengangsur oleh Wajib Pajak yang lidak disetujui, maka 

Fungsi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa menerbitkan Surat Teguran 

(r,mgkap 2), 

- Langkah 5 

Fungsi Pelayanan dan lnformasi mengarsip Surat Teguran {lembar 2). 

- Langkah 6 

Fung~! Pelayanan dan lnformasi mengirimkan $urat T~1,1ran (lembar 1) kepada 

Wajib Pajak. 

• Langkah 7 

Wajib Pajak menerima Surat Teguran. 

• Langkah 8 

Fungsi Pelayanan dan lnformasi memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap 

Surat T eguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, jika dipe.rluk;m Wallkota melalui 

Dinas Pendapatan Daerah juga d.apat menerbltkan : 

• Surat Paksa atas Surat Teguran 'yang telah jatuh tempo: 

• Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo; 

• Surat Kepµtusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan 

BPHTB oleh Wajib Pajak; 

• Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB 
oleh Wa)lb Pajak; 

• Surat Keputusan Banding atas pengaJuan banding surat ketetapan BPHTB 
oleh Wajib Pajak, 



I.E. PEMBAYARAN BPHTB 

Prosedur- pemt>ayaran BPHTB o/eh penerima hak tanah danlatau bangunan 

me~akan proses pernba.yaran yang dilakukan Wajib Pajak alas BPHTB terutang 

melalui Bank yang Dilunjuk/ Bendahara P1;ineririlaan. 

Oalam prosedur ini Wa~b Pajak melakukan pembayaran dengan melakukan 

penyetoran ke rekenlng kas daerah melalul B~ink Persepsi. 

1.Plllak Terkait 

a. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang rnemifiki kewajioan rnembayar BPHTB terutang atas 

per0lehan hak atas tanah dan/a~u bangunan. 

b. Pejabat Pembuat Alda Tanah {PPAT) 

Merupakan pihak yang rnenyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai 

dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu 

melakukan perflitungannya. 

c. Bank Persepsi 

M1;irupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB ·terulang dari Wajib P.ajc;1k. 

Oalam prosedur ini -Bank Persepsi berwenang untuk : 

- menerima pembayaran BPHTB terut.ang dari Wajip Pajak; 

- memeriksa kelen~kapan peng,sian SSPD BPHTB; 

- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang; 

- menandatangani SSPD BPHTB yang telah fengkap penglsiannya; dan 

mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6. 

2. Langkah-~n_gkah Teknis 

• Langkah 1 

Berdasarkan prosedur sebelumnya, WaJib Pajak ak"<!n menerima Sura~ Setotan 

Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB 

merupakan surat· yang oleh Wa)lb Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran 

atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk n:ielaporkan data perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdin atas 6 fembar, 

denga,:1 perincian sebagai berikut: 

• Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak. 

• Lembar 2 : Untuk PPAT sebagai arsip. 

• lembar 3 : Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran perrnohonan 

pendaftaFan akta. 

• lembar4 : Unluk Fungsi Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan. 

• Lembar 5 : Untuk Bank Persepsi sebagai arsip. 



• Lembar6 : Untuk Bank Persepsi sebagai laporan kepada Fungsi Pelayanan dan 

lnfonnasi. 

Sebelum digunakan dalarn proses pernbayaran, Wajib Pajak dan PPAT 

menandalangarii SSPD BPHTB tersebut. 

- Langkah 2 

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB. kepada Bank Persepsi. Pada saat yang 

bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terulang melalui Bank 

Persepsi. 

- Langkah 3 

Bank Persepsi menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari 

Wajib Pajak, dan kemudian memasUkan kelengkapan pengisian SSPD BPHTB yang 

tel.ah di verifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan mengembalikan SSPD BPHTB 

yang belum diverffikasi. 

- Langkah 4 

Bank Pefsepsi rnena□datangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan 

sedan.9kan lernba.r 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak. 

- Langkah 5 

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB. femtiar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank Persepsi. 

1.F. PELAPORAN BPHTB 

Prosedur pelaporan BPHTB merupak:an proses yang dilakukan oleh Bank 

Persepsl dalam melaporkan penerirnaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. 

Prosedur lnl juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pej"1bat Pembuat Akta 

Tanah alas setiap akta pemindahan hak yang lelah diterbitkan. 

Prosedur ini melibalkan Bank Persepsi atas penerirnaan pembayaran BPHTB 

dari Wajib Pajak yang melalui rnekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas 

daerah. 

1. Pihak Terkalt 

a. Bank Persepsi 

Merupakan pihak yang menerima ~bayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui 

mekanisrne penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank Persepsi 

berwenang dan bertugas untuk : 

menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak; 

menerbitk.an dan menyampaik.an Nola Kredlt kepada Bendahara Penerimaan 

atas ~tiap pembayaran BPHTB rnelalui rekening penerimaan kas daerah; dan 

menyiapkan Register SSPD BPHTB. 



b. Bendahara Pen.erirnaa.n 

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk : 

- menerima Nota Kreditdari Bank Persepsi ata~ setiap pembayaran BPHTB dart 

Wajib PaJak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas 

daerah; 

- mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. 

c. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA T} 

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak 

ata·s Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prose4ur ini PPAT berwenang dan 

bertugas untuk membual Laporan Penerbitan Akta Pemrndahan Hak alas Tanah 

dan/atau Bangunan. 

d. Fungsi Pengola.han data, Pembukuan da.n Pelaporan 

Merupakan pihak yang bertugas un1uk menyiapkan Laporan Realisasi PAD 

berdasatkan dokumen-dokum~n yang dit~rima dari Bank P.ersepsl dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur rnl Fungsi Pengolahan Data, Pembukuan, 

dan Pelaporan berwenang dan bertugas un\uk : 

menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank Persepsi; 

- n\enertma Buku Penerimaan & Penyetoran dari 8endahara Penerimaan; 

- menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak ata~ Tanah danfatau 

Bangunan dari PPAT; dan 

- menyiapkan Laporan Realisasi PAD. 

2. Langkah-Langkah Teknis 

a. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank Persepsl 

Langkah 1 

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank Persep?i mengarsfp SSPD BPHTB 

lembar 5 dan SSPD BPJ-ITB Lembar 6 alas setiap penerimaan 

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melaluf mekanisme penyetoran ke 

rekening penerimaan kas daerah. 

- Langkah 2 

8erdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank Persepsi 

menerbilkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap 

penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak dan tnengarsip SSPO 

BPHTB lembar 5. 

- Langkah 3 

Bank Pi:irsepsi kemudian menyerahkan Nota Kred.it ke Bendahara Penerima,an 

atas setiap penerimaan p~mQayaran BPHT8 melalui rekening penerimaan kas 

d.aerah. 



- Langkah 4 

Bendahara Penerimaan menerima No~ Kre.dit dari Bank yang Ditunjuk dan 

mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. 

- Langkah 5 

Secara periodlk, Bank Persepsi menyampaikan Register SSPD BPHTB yang 

dilarnpiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pengolahan Data, 

Pembukuan dan Pelaporan. 

- Langkah 6 

Fungsi Pengolahan Data, Pe,:nbukuan dan Pelaporan menerima Register 

SSPO BPHTB yang dilarnpiri dengan SSPO BPHTB lembar 6. 

b. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendah.ara Penerima.an 

- Langkah 1 

Berdasarkan prosedur sebelurnnya, Bendahara Penerimaan mencatat 

penerimaan dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran. 

- La,,gkah 2 

Seeara periodik, Bendah~ra Penerimaan menyampaikan Buku Penerimaan 

dan Penyetoran kepada kepada Fungsi Pengolahan Data. Pembukuan, dan 

Pelaporan. 

- Langkah 3 

Fungsi Pe·ngolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan menerima Buku 

Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan. 

c. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT 

- Langkah 1 

Berda:sarkan pros~ur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan rnenandati:lngani 

Akta Pemlndahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima 

S$PD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak. 

- Langkah 2 

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan a~s seliap a\c:la yang telah diterbitkan. 

- Langkah 3 

PPAT r.nenyampaikan Lawran Penerbitan Akra Pemindahan Hak atas Ta.nah 

dan/atau Bangunan ke Fungs.i Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan. 

- Langkah 4 

fungsi Pengolahan Data, Pembukuan, dan Pelaporan m~n~rima Laporan 

Pe.nerbitan Akta Pernindahan Hak atas Tanah danlatau Bangunan. 



-

d. Pelaporan Realisasi PAD 

Langkah 1 

Berdasar1<an prosedur a, b, dan c, maka Fungsi Pengolahan Data, 

Pembukuan, dan Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD 

BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6 , Buku Penerimaan & Penyetoran dan 

Laporan Penerbilan Al<ta Pemindahan Hak atasTanah dan/atau 8angunan. 

Langkah 2 

Berdasar1<an dokurnen.<fokumen tersebut, Fungsi Pengolahan Data, 

Pembukuan, dan Pelaporan menyusun Laporan Realisasi PAD. 

°'"""""'b<•Gl-ban9 
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JENlS 
NO. 

PENG URA NGAN 

1. WP· PRJBAOI YG MEMPEROLEH HAK ATAS 
TAN.AH DAN ATAU BANGUNAN RS/ RSS. 

I 
(. 

2. • WP BADAN YG MEMPE(sOLEH HAk BAR\J 
S~LAJN 1-!AK PENG~LOLAAN DALAM 
PENGUASAAN l E81H CIMI 20 TAHUN, 

• WP PRJBADI VG MENERIMA Hl8AH DARI 
KELUARGA SEDARAH DALAM GAR1S 
KETUAANAN LURUS SATU DERA/AT KE ATAS 
ATAU SATU DERAJAT KE BAWAH. 

• WP PRJBADI VG MENERIMA WARJS, 
• WP P.UBADI VG MENERIMA 1-lll!AH WASlA T. 
• WP PRIBADl VG MEMPEROLEH HAI< SBG 

PENGGANTTAN TANliH YG 0!8EBASl(AN 
PEf>1eRINTAH UTK KEPENTINGAN 4MUM.· 

• WP YG MEMPER0LEH HAI{ K,MENA· 
BENCANA ALAM, KEOAJ<ARAN, BANJIR 
TANAH LONGSOR, GEMPA BUMI GUNUNG 
MELtTUS, DAN HURU HARA, 

• WP SADAN AN,\K PERUSAHI.IAN ASURAflfSt 

I / RtASURANSI VG, MEMPEROL£H HAK DARI 
PERUSAHMN IIIIDUK. 

\. ,, 

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR : 1'- TAHUN 2011 

TANGGAL : 11 Ff:8 fZVA'2-t 2011 

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN .BANGUNAN 

TATA CARA PERHITUNGAN PENGORANGAN BPHTB 

PERSENTASE TATA CARA 
PENGURANGAN 

PERHITUNGAN 
KETERANGAN 

(%), 

25 NPOP : RP_ ... , .................. _ 
. [l!PQfI~P I Be'' """'"'' ,,. ;I-I . NPOPKP ' RP.,.,_,_,, ....... , ..... , .. ,., 
. SPATB 

TERHUTANG : S 'K, X Nl'OPKP , RP ............ •-~····-···'· 
. PENGURANGAN : 25 It.)( 6PHT!I TERHU'TANG 

so . Nl?OP : RP .......... , ......... --•-

. NPQPJJ<P ' 
I 

BP, "'""'"'""" , "' 1-l 

. NPOPKP : I •R;P..,. ... , ......... .--•-·· 

. BPHTB 
TERHUTANG : 5 % X NPDPKP RP, ... ,_,., ................. 

. PENGIJRANGAN : 50 % X 8PHT8 tERHUTANG 



~ 

• WP YG MEMPEP.OLEl-i HAK MEI.At.Ul 
?EMS~~ DARJ HAS!L GANTI RUGI 
P£MER1N'l'AH DAN NlLAI GANT! RUGINYA 
OIBAWAH NJOP PBB TAHUN 
9ERSANGKLITAN, APA91LA NILAJ 
PEROLEHAN PEMBEUAl'J LEBIH BESAR DARI 
HASIL GANTI RUGtPENGURN\IGAN AKAN 
Q!HITUNG DARI HASIL ,GANT! RUG! DAN 
SI5A NllA! PEROLEHAN i ETAP D!KEN/\KA~J 
BPliTB TANPA PENGU~NGAN 

so I • NPOP (t l . RP 100,000.000.· . 
NPQPiKP • ae 60,ogoooo.-, 1-1 

NPOPKP I · RP 40,000.0CO.· 

BPliTB 
TERHUTANG : 5 % )( NPOPKl' : RP 2.000.000.-

PENGURANGAN ; 
SO 'Ji. l< 8PHT8 nRHUTANG • RP LOC0.000.• 

NPOP (b) 
.tteQ""T-Vft 

RP l ~0.0Q0.000,N = _ _.__ ____ _,,e_§!l,O.OQQQO,-. H 

NPOJ>K?, 

BPHTB 
TERHUTANG 

RP 90,000.000,• 

: S %. X NPOPKP : RP 4.500.000,• 

CONTOH . 
WP MEMPEROLEH GANTI 
FIUGI DARI PEM~NTAH 
seee'~R RP. 100 JUTA.-. 
S.EDANGKAN NJOP P88 
SEBESAR RP. 120 JUTA.· 
l<EMUDLA.N UANG RP. roo 
JUTA DARI HASIL GANT! 
RUGI DITAMBAH UANG VG 
DIMILIKI OIBEUKAN 
SEBUAH RUM AH 
SERS:RTIFTKAT HAK M!UK 
OENGAN HAf\GA RP. I.SO 
JUTA.· DENGAN AKTA 
)UAL BEU YG Ol8UA T"OLEH 

'•r-ior.o,RIS / PPAT. MAKA 
PERH!1UNGAN 8Plfl'B 
ADAlAH SEBA.G~MANA 
PERH!TUNGAN . 
OISAMPING ; 

Ket~r,nganPerhltun911n: 
8. NPO? berdasarkan PENGURANGAN (c). 

~ ~ 6PHTB TI;RkU'rANG ; Re LOC0,000,, <-l harga ·p~mbebasan cgon1i 
rug!) 

BPHT8 OIBAYAR KE !<AS OAGAAH • ~P 3.SQ0.0'00,• b. ·NPOP betdasarkiJII 

; 

Akta Jual Bell 
c. Pcng~ra11ga~ Rp. t Juto 
dihltung· d9rl pcnguran9an 
NPOP hrg p,e'T'bebasan, 

· ' dan WP cliperbolet,~an 
rr,_emoiongriya. 



3. 

4 

l 

• WP !'RIBAO! YG MEMPEf\OLEH HAJ< 
MEl.:ALUl PROGRAM PEMERINTAf,t DI 
SIDANG PERTANAHAN OA'N TIDAK 
•MAMPU SECAAA EKONOMIS. 

• WP PRI9ADJ (VoTERAN, PNS, POlRl. 
PENSIUNAN PNS. PURNAWIAAWAN 
l'NI, PU~WIAAWAN POLf\L ATAU 
/ANDA / OUOANYA) YG MEMPEROLEH 
f,tAK AUMAH OINAS 

. WP BADAN KORPR) YG MEMr~ROLEf'I 
HAK ATAS P£NGAOMN PEf\UMAHAN 
BAGI ANGGOTA KORPRI / PNS. 
TANAH DAN / ATAU BANGUNAN 
UNTIJI( KEPENTINGAN 'SOStAL ATAU 
PENDJOIKAN DAN TIOAK MENCARI 
KEUNTUNGAN 

0 11.111 .... , . 1.)\.,111 iii p,,1t.ff11b,a,1Q 

r ~ M '-'"1111.11 ]..L( • 'l ~ '2:l.)1 1 
SfKA E:TM<iS IJAl:'.RAH 

x1;-;,. PALOU'tANG 

C: 11,Mm) h.,,~ 
11!:IUTA D~ERAH KOTA PALEMBANG 

TAHUN 201 '1 NOMOR lli, 

7S 

10.0 

. ('JPOP : RP.,,.,.,,_.,._, .. __ ,.,,. 

. JSl1QeIL1e Be, .... , ...... ""''"'" !·l 

. NPOPKP I RP,_,,.,._.,, ................. 

. 8PHT8 
TERHUTI\NG : S 'l!, X NPOPKP : RP ............ ,.-... 

I . PENGURANGAN : 75 % X BPHTB TERHUTANG 

I . 
NP0P ; RP, •.•.• , .• _ .. , ......... 

Nro.r:rtle se ........... , , 1-l 

NPOPKP ; RP ............ ,.,,.,, ........... 

SPHTB 
TERHUTANG : S % X NPOPKP : RP ... , . ... " ........... ..... 

PENGURAN<iAN , 100 %X BPHT8 TERHUTANG 

H. EbDY SANTANA PUTR.A 

I.. 



I 
JENIS CASAR 

NO. PEROLEHAN PENGENAAN 
HAK BPHTB 

L JUAl BEU NILA! PEROLEHAN 
OBJEKPAJAK 

I (NPOP) 

2. lVKAR MENUKAII NllAI PEROLEHAN 
OBJcK PAJAK 

I 
(N?OP) 

3. hlBAH DARI ICElUARGA NllAI PEROLEHAN 
SEOARAH DA!.AM OSJEl<PAJAK 

I 
GARIS KmJRANA"I {NPOP) 
LURUS SATIJ OERAJAT 
KE ATAS AT'AU SAl'U 
DEAAJAT KE BAWA!-! ~- HISAHWASIAT NJ.Al FEROLEHAN 

OSJE'< PAJAK 

I 
(NPOP} 

LAMPIRAN Ill PERATURAN WAL.IKOTA PALEMBANG 

NOMOR 11. TAHUN 2011 

TANGGAL 14 f~~vp.rzl. 2011 

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

OASAR PENGENAAN DAN TARIF BPHTB 

NllAJ 
PERO~EHAN TARJF BESARAN TATA CARA 

SAAT 
OBJEK NPOPTKP TtRUTANG 
PAJAK (%) (RP) 

PERHJTUNGAN PAJAK 
(NPOP) 

HAIIGP 5 60.000 000,· . NPOP : Rp .•.•.•• - S£1AK TANGGAl OlBUAT 
T,V.NSO.KS! . l'llfQPT~e : 8.Q .!-) DAN O!Tl,NDATANGANINYA 

. ,-JPOPKP , Rp ............. Ai<TA 

. BPHTB 
TEP.HUTANG : S 'l/, JOIPOPKP 

NllAJ PASAR 5 60.000000,· . NPOP Rp _____ SEJAK T ANG(;AL OISIJAT 
. l'llfQfJ j!;P • 811,, ' '(·) DAN OITANOATANGANINYA 
. NPOPi<P : Rp ....... , ... , • AKTA 
. BPHTB 

TERHUTANG : 5 9(, X NPOPKP 
NILA! PASAR 5 60.000.000. • . NPOP : Rp. ____ SOAK TANGGAL Ol&UAT 

. t/PQfTICf : BR -<-> DAN OITANOATANGANINYA 

. NPOPKP : Rp ...... -·• AKTA 

. ilPH'f8 
TERHUTANG S % X NPOPKP X 50% 

NILA! PASAR 5 300.000,000,· . NPOi' : Rp •• - •• SE.JAi( TANGC'.Al YANG 
. ti.2.Q ell! e • 1!11 =H SERSANGKUTAN 
. N?OPl<P 

Rp ____ , 
MENOAFTAAKAN 

B?KTB PERAUHAN HAI< NYA KE 
TERHUTANG : S % X NPOPKP X SO% KANTOR PERTANAHAN 



s. WAR!S NILA! P~ROLEHAN N!lAJ PASAR 7 5 300.09,().000,- . NPQP : Rp1 ..... , .... . , • SeJAK TANGGAL YANG 

OBJEI< PAJA.K . t!!eQe!KP : Rp.""""".J:.) BERSANGXUTAN 
(NPOP) . NPOPl<.P : ~p ......... , ... MENDAFTARKAN 

. BP.riTB PeAAUHAN HAK NYA KE 
TERHUTANG : 5 % X NPOPK• X 509(, KANTOR PfRTANAHAN 

6. PEMASUKAN DALAM NllAI PEROLERAN NILAIPASAR s 60:000.000,• . NPOP : ~Rp ..... ,_ .. ,.,, SE/AK T·ANGGAt [;)IBUA'T 
PERSEROAN ATAU OSJEK PAJAK . Me9~e : BQ 1 , •• H DAN DITANOAT,\NG'f,NINYA 

SADAN HUKUM (NPOP) . NPCPKP : Ap.a ........ - Ar:rA 
LAINNYA . BPHTB 

TEMIUTANG . 5 'JG X NPOPKP 
.,_ PEMISA!'IAN HA~ NILA! PERQLEHAN NlLAf PASAI\ 5 60.000.000, - . NPOP : Rp, .• ,,.-,. SEJAK TANGGAL DIBUAT 

YANG 08.JEK PAJAK . ~e9el~e : Rp .. .-..1:l DAN DITANOATANGANINYA 

MENGAKJBA1'KAN (NPOPJ . NP()PKP : Rp, ...... ,-:i•·· Al(TA 

PEAAUHAN . BPHTB 
TERHU1'ANG : S 'lb X NPOPKP 

8. PERAJ.JHAN HAK NI.LAJ P(ROLEFJAN NII.Al PASAlt 5 60.000.000, • . NPOP : R;,., ___ .,. SeJAK TANGGAt PUTUSP.,N 
KARENA, OBJ:K PAJAK llleQer~e • BP ,11111➔1-.8 pENGAOILAN YANG 
PEI.AKSANAAN (NPOP) NPOPKP ' : Rp ......... 1,- MEMPUN'(AI ~EKUATAN 
PUTUSAN HAKIM BPHTB HUKUM TETAP 
YANG MEMPUN'(AI TEF\HUTANG • 5%XNPOPKP 
KEKIJATAN °HU(c.UM 

9. PEMBERIAN HAK BARU NlLAI PEROlEHAN. NlLA! PASAR s 60.000.000,· NPOP : Rp .. _ ...... SEJAK TANGGAL 

ATAS T/.<1'1AH SEBAG;\I OBJEK PAJAK . ti~enie : 812 .. , .,,, H OITANOATANGANIDAN 
'KELANJUTAN DARI (NPOPr . NPQPKP : Rp ........... - O!TER811'.~NNYA SURAT 
PELEPASAN HAK . SPHTB kEPUi USAN PEMBEiUAN 

'TIRHUTANG : 5 % X NPOPKP HAK 

10. PEMBERIAN 1-lAK BP.RU NILA! PEROLEHI\N N!LAJ PASI\R 5 60:000.000,· NPOP : Rp •. _ • ....., ... SE.JAi( TANGGAL 
Ai AS TANAl'I DILUI\R OBJEK PAJAK . :lleQeIKP . B'1 I , ,./.) OiTANOA-TANGANI .OAN 
PELEPASAN HAK (NPOP)' • •NPOPKP : Rp.-.... , DiTERBITKANN,YA SURAT 

. BPHTB KEPUtuSAN PEMBERIAN 
TERHUTANG S%XNPOPKP, H.AK 

ll. ?ENGGASUNGAN NILAJ Pl!f\OLEHAN Nil.Al PASAR 5 6Q.OOO.Q'OO,· • 'NPOP : Rp ........ ~•· SEJAK TANGGAL OJBUAT 

USAl-iA OBJEK PAJAK . tJeQelKe : Rp, • ., ... .:....B DAN OlTANOATANGANINVA 
(NPOP) . NPOPKP : Rp ...... , .... , AKTA 

. SJ'HTB 
, ERHUTANG ; S 'l6 X NROPKP 

12 PELEBURAN USAHA NILAI PEROLEHAN NILAI PASAR 5 60.000.000.· . NP.OP : Rp, ... _ .. ,, ... SElAK TJ,\NGGAL DJBUAT 
Oi!JEK PAJAK . ~eQen;P : 8'211 .,,1-l DAN DITANOATANGANINYA 
(NPOP) . NPOPKP : RP-·-·•-·* AKTA 

. BPHTB 
TER}-IUT ANG : 5 % X NPOPKP 

l. 



13-

14, 

15, 

PEl',1Ei(Af\AN USAHA 

HAOIAH 

PENUNJU!<AN PEMBEU 
DAlAM lELANG 

Olu,.rAAn!J~i:IH di ~ lt1nb .. ;.U 
f>•1i01 taI•~'J-•1 J.i . i . ,:01 1 

.SEiCrH· Fd tlS OAEAAH 
K01" /'>.Ll;.-,BAl'G 

NILAI PEROLEH_AN 
OBJEIC PAJAK 
INPOPJ 

NllAJ PEROWIAN 
OBJEK PAJAK 
(NPOP) 

NILAJ !'EROLEHAN 
0BJEK PAJl,I( 
(NPOP) 

<=l~H;;;~ I . U~I 
SERITA OAERAH KOTA PAI.EM6AIIG 

T/1\HUN 20!'1 N0lt0ff' 1(, 

NII.Al PASAR 

NlLAl PASAR 

HAR~A 
TRAN.SAKS! 
YANG 
TERCAllil'VM 
OALAM 
RISALAH 
LELANG 

s 160.000,000,· . NPOP Rp .............. SEJ,\K TANGGAL O!BUAT 
. l':leQeI~f Bil ""' ""'" M DAN OITANOATANGANlNYA 
. NPOPKP Rp ..... ,.,_,, 'AKTA 
. 8PkT8 

TERHUTANG : S % X NPCPKP 
s 60.000.000,• . NPOP ; Rp .............. SEJAK TANGGAL OIBUAT 

. ISl?QeIKe i Ru ••• ........l:l DAN O!TANOATANGANINVA 

. NPOPKP ; Rp. ,.--.. , AkTA 

. SPHTB 
TERHUTANG : S 'l6 X NP.OPKP 

; 00.000.000, • . N?OP : Rp .............. SEJAK TANGGAL 
. r:mier~e .i BR ... u .. ,f', PENUNJUK.AN PEMENANG 
. NpOPKP Rp ..... ,,.,_,., LELANG 
. BPHTB 

TERHUTANG ! 5 'lo X NPOPKP 

I 

A PALEMBANG, 

H. 'EDDY SANT ANA PUT'RA 



I, 

\ 

WAJIB PAJAK 

PENGAMBILAN 
KELE8JHAN PEMBAYARAN I+-

b'-.lm.l•m,an o t.U i>,:IIOfl.tm-,,c, 
Plldll t:rngt}III 14 .. t. _. .201 1 

,, 

I'\ 

I/ 
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LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

PfNOAFTARAN 
OAl'J 

PENDATAP,N 

NOMOR 1~ TAHUN 2011 

TANGGAL : 14 f~ 6~tJ A~J ,2011 

TENTANG : SISTEM DAN PROSEOUR PEMUNGUTAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

SKEMA ALUR PEMUNGUTAN BPHTB 

VERIFlkASI PEMBAYARAN . 

' • 
PEMBUKUAN 

DAN P~P¢RAN 

~ KEBERATAN DAN BANDING 

PEMSETU.LAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN 

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN l 
SANKS! ADMINISTRASI 

PENAGIHAN 

'\. 

H. EDDY SANTANA PUTRA 

IIEKITA OAl:lt.\H KOTA PALEMOANO 
TAIIUrliOIJ IIO~ OR :1.6 


